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Daam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki
kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannyatidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pegjabat umum yang berwenang membuat akta
otentik sgjauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan
akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan
untuk memastikan hak dan kewgjiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi
pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apayang
diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat
dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu
dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelasisi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap
informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda
tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Mgelis Pengawas Notaris. Diwilayah
hukum Kota Bekasi mgjelistersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang.
Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun
tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik
maupun secaratemporer, jikadiduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik
Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan
maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar
kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut
MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta
berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pel aksanaan sanksi
terhadap Notaris, sementaraini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak
penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character
authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials
authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public
officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection
of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed
was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for
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the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes
formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is
contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular
by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to
laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or
not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law
Number 30 Y ear 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council
of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted
to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections.
The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on atemporary basis priodik or, if there
isaNotary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and
the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary
code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR
obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial
Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, asis
donein synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well asinformal
coordination with the institutional organization of Notary.



